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ABSTRACT
This study discusses law enforcement efforts against illegal fishing practices by foreign vessels in the waters of Belawan, North Sumatra, a strategic maritime area adjacent to the Strait of Malacca. The research aims to analyze the law enforcement model applied, identify structural and legal barriers, and evaluate the effectiveness of the approaches used. This research employs a qualitative method, utilizing document analysis and policy review as data collection techniques. The findings indicate that the law enforcement model in Belawan incorporates both preventive and repressive approaches, involving multi-agency coordination between the Ministry of Marine Affairs and Fisheries (KKP), the Directorate General of Marine and Fisheries Resources Surveillance (PSDKP), the Indonesian Navy, and community-based groups (Pokmaswas). Data trends show a consistent decline in the number of foreign vessels apprehended, signaling the success of enforcement measures. However, structural challenges remain, including overlapping institutional mandates, limited patrol resources, and fragmented maritime regulations. Thus, institutional integration, technological modernization, and regulatory harmonization are recommended as strategic actions to enhance the effectiveness of maritime law enforcement in Indonesia.
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ABSTRAK
Penelitian ini membahas upaya penegakan hukum terhadap praktik penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal asing di perairan Belawan, Sumatera Utara, yang merupakan wilayah strategis berbatasan dengan Selat Malaka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis model penegakan hukum yang diterapkan, mengidentifikasi hambatan struktural dan yuridis, serta mengevaluasi efektivitas pendekatan yang digunakan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan analisis kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model penegakan hukum di Belawan melibatkan kombinasi pendekatan preventif dan represif, dengan koordinasi lintas instansi seperti KKP, PSDKP, TNI AL, dan Pokmaswas. Data menunjukkan penurunan jumlah kapal asing yang ditangkap dari tahun ke tahun sebagai indikator keberhasilan. Namun, ditemukan hambatan seperti tumpang tindih kewenangan lembaga, keterbatasan sarana patroli, dan belum terharmonisasinya regulasi hukum kelautan. Oleh karena itu, diperlukan integrasi kelembagaan, modernisasi teknologi pengawasan, dan harmonisasi regulasi sebagai langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum maritim di Indonesia.
Kata Kunci: penegakan hukum, illegal fishing, kapal asing, perairan Belawan, hukum maritim.

A. PENDAHULUAN 
[bookmark: _Toc193138253][bookmark: _Toc190810069]Indonesia dijuluki sebagai negara kepulauan yang mempunyai wilayah laut lebih luas dibandingkan luas daratannya, yang mencakup 17.508 pulau, garis pantai 81.000 km2 dan perairan sekitarnya 3,1 km2 (300.000 Luas laut teritorial mencapai 2,8 juta km2 (perairan kepulauan) (Febriandini et al., 2023). Dipercaya mengandung segala jenis kekayaan Mempunyai potensi yang besar bagi pembangunan perekonomian nasional. Wilayah laut Indonesia menempati 3/4 (tiga perempat) dari seluruh wilayah Indonesia. Perairan seperti itu Memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam manajemen dan administrasi perlindungannya. Melindungi laut yang luas ini memerlukan kekuatan serta kemampuan Sektor maritim meliputi peralatan dan teknologi dan sumber daya maritim modern, dan SDM yang optimal untuk pengelolaan sumber daya didalamnya, contohnya ikan, karang, mineral, air laut, sumber daya alam, hewan air dan segala habitatnya.
Laut memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia seperti sumber makanan, sebagai akses perdagangan dan pelayaran, serta sumber daya alam berharga seperti tambang yang digali dari dasar laut. Manfaat tersebut dapat mendorong negara untuk menguasai dan memanfaatkan laut yang dilandaskan oleh suatu hukum. Mochtar Kusumaatmadja mendefinisikan hukum sebagai seperangkat aturan dan asas yang mengatur interaksi sosial manusia, yang bertujuan untuk menegakkan ketertiban. Hukum mencakup lembaga dan proses yang diperlukan untuk melaksanakan aturan tersebut sebagaimana yang terwujud dalam masyarakat (Samidjo, 1985). Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD RI Tahun 1945, negara didefinisikan sebagai negara hukum dan bukan negara kekuasaan. Prinsip dasar yang tercantum pada dokumen dasar ini menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai kerangka bagi kehidupan warga negaranya. Maka dari itu, penting untuk menegakkan alat bukti hukum, yang menegaskan bahwa yang diperjuangkan Indonesia adalah supremasi hukum dan bukan supremasi kesewenangan.
Hukum digunakan sebagai landasan dalam menjaga perairan Indonesia. Namun, hukum yang telah dibuat oleh negara harus bisa dilaksanakan dan di tegakkan dalam masyarakat. Penegakkan hukum merupakan proses penerapan hukum agar menjadi kenyataan serta dipatuhi oleh masyarakat Indonesia yang semakin mengharapkan hadirnya hukum yang mengikat, yang akan menghadirkan rasa keadilan dan kedamaian. Penegakkan hukum pada kejahatan di Indonesia menuju pendekatan norma hukum dengan sifatnya menghukum maka memberi efek jera. Dengan ditegakkan nya hukum dengan adil sehingga diharapkan laut Indonesia dapat terjaga. 
Laut berperan sebagai penghubung antarwilayah untuk kelancaran transportasi serta menjadi sumber kekayaan alam yang mendukung kehidupan masyarakat luas. Masyarakat sekitar laut menggantungkan matapencaharian hidupnya di laut menjadi seorang nelayan. Namun, laut luas yang berdampingan dengan pulau-pulau negara lain mengakibatkan kapal nelayan asing dapat masuk ke peairan Indonesia secara ilegal. Penangkapan ikan ilegal merupakan aktivitas menangkap ikan yang tidak sah, tidak terlaporkan, serta tidak diatur. Hal itu adalah ancaman yang serius bagi ekosistem laut, sebab dapat mengganggu cara memelihara ekosistem perikanan serta makhluk di laut (Yusrizal et al., 2024). Kegiatan penangkapan ikan ilegal yang berdampak pada menurunnya stok ikan serta merugikan nelayan lokal dan perekonomian nasional dan kemudian menjualnya keluar negeri dengan keuntungan yang sangat besar. Aktivitas penangkapan ikan ilegal ini telah memberikan dampak negatif terhadap keuangan negara.
Kegiatan kapal ikan asing yang menangkap ikan tanpa izin di WPP-RI merupakan ancaman serius bagi negara dan bangsa indonesia. Tindakan ini tidak boleh dibiarkan dan harus segera di tangani melalui regulasi yang dapat melindungi kepentingan nasional. Menyelamatkan kepentingan nasional adalah tanggung jawab negara, karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara keseluruan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.
Kegiatan kapal ikan asing yang menangkap ikan tanpa izin atau demikian tidak melengkapi surat surat seperti SIPI (Surat izin Penangkapan Ikan) serta berdampingan dengan alat penangkpan ikan yang tidak di izinkan di wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia adalah pelanggaran hukum, karena melanggar yurisdiksi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Dengan demikian, tindakan kapal ikan asing tersebut melanggar yurisdiksi pidana, karena perbuatan ini merupakan tindakan pidana penangkapan ikan ilegal. Tindakan pidana penangkapan ikan ilegal ini dapat dikategorikan sebagai sebuah kejahatan dan melanggar hukum (Mahmudah, 2015).
Perbuatan penangkapan ikan ilegal sangat jelas membuat kerugian yang sangat besar untuk negara, dan sudah tertera bahwa secara hukum kapal asing tidak boleh menangkap ikan secara ilegal di indonesia  sesuai UU No. 45 Tahun 2009 di sebutkan dalam pasal 93 ayat (2) yakni Seseorang yang mempunyai serta mengoprasikan kapal penangkapan ikan bendera asing menangkap ikan di ZEE dengan tidak mempunyai SIPI sesuai ketentuan pasal 27 ayat (2) diberikan sanksi penjara maksimal 6 tahun serta dikenai sanksi denda maksimal Rp20.000.000.000,00 (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 45 2009 ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 PERIKANAN, n.d.). PP No. 15 Tahun 1984 terkait pengelolaan sumber daya alam hayati di ZEE sesuai pasal 9 sudah menerangkan yakni pada ayat (1). Izin bagi individu atau entitas hukum asing dalam menerapkan penangkapan ikan di ZEE Indonesia, sesuai yang diatur pada Pasal 3, hanya dapat diserahkan sesudah adanya perpanjian dari Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara asal pihak asing terkait (PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 15 TAHUN 1984 SUMBER DAYA ALAM HAYATI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA, n.d.).
Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 terkait Perikanan, perikanan mencakup seluruh aktivitas dari tahap pra-produksi, produksi, pengolahan, hingga pemasaran yang berhubungan pada pemanfaatan serta pengelolaan sumber daya ikan serta ekosistemnya. Untuk menjalankan usaha perikanan, diperlukan sejumlah izin sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (16) hingga ayat (18) UU No. 45 Tahun 2009, di antaranya SIUP, yakni dokumen resmi yang wajib menjadi milik perusahaan perikanan guna mengoperasikan sarana produksi sesuai dengan ketentuan izin usaha, serta SIPI, yakni izin resmi yang diwajibkan bagi seluruh kapal penangkap ikan, dimana menjadi bagian tak bisa dipisahkan dari SIUP; dan SIKPI, yaitu dokumen resmi yang menjadi milik setiap kapal yang mengangkut ikan. Seluruh aspek hukum terkait tindak pidana di sektor perikanan yang diatur pada UU No. 31 Tahun 2004 terkait Perikanan, serta mengalami perubahan melalui UU No. 45 Tahun 2009 terkait Perikanan (Syamsuddin, 2016).
Untuk menjaga kelestarian dan pemanfaatan laut di Indonesia dengan baik, maka wilayah laut Indonesia dilakukan penjagaan oleh beberapa lembaga. Di Indonesia sekarang mempunyai 13 lembaga pemangku kepentingan laut, meliputi 7 lembaga yang memiliki satuan tugas patroli di laut serta 6 lembaga tidak mempunyai satuan tugas patroli. Adapun lembaga penegak hukum dengan Satgas patroli di laut yakni: Polri Direktorat kepolisian perairan, TNI angkatan laut,  perikanan Dirjen PSDKP, serta kementerian kelautan,  kementerian perhubungan Dirjen Hubla, badan keamanan laut, kementerian keuangan Dirjen bea cukai, serta satuan tugas pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (Satgas 115). Masing-masing lembaga ini menjalankan tugasnya secara sektoral dalam menjaga ketertiban serta keamanan dalam daerah perairan Indonesia (Erniyanti & Purba, 2024).
Indonesia dijuluki menjadi negara perairan yang sangat luas, salah satu perairan yang ada di Indonesia yaitu perairan belawan. Belawan adalah salah satu daerah pesisir lautan yang berbelok langsung ke selat malaka yang sangat ramai lalu lintas pelayaran. Selat Malaka memiliki lebar rata-rata sekitar 8,3 mil laut, melalui bagian paling sempit diantara Pulau Kutub (Malaysia) serta Karimun Kecil (Indonesia) mencapai 8,4 mil laut. Sementara itu, di Selat Singapura, titik tersempitnya ada diantara Pulau Takong Besar (Indonesia) dan Pulau Senang (Singapura) yang lebarnya 3,2 mil laut, dan diantara Pulau Anak Sambo serta Pulau St. John yang mencapai 3,4 mil laut. Selat ini merupakan jalur sempit yang dijadikan akses penghubung dari Laut Tiongkok Selatan dan Samudra Hindia. Wilayah perairan ini memiliki batasan langsung pada tiga negara, yakni Malaysia, Indonesia, dan Singapura. Dengan karakteristik geografis tersebut, Selat Malaka adalah jalur pelayaran paling sibuk di dunia, dilewati sekitar 200 kapal setiap harinya, atau sekitar 6.000 kapal dalam sebulan, serta 70.000 lebih kapal per tahunnya (Lestari et al., 2010).
Secara lokasi, Selat Malaka ada dalam yurisdiksi tiga negara Asia, yakni Malaysia, Indonesia, serta Singapura. Selat ini memiliki panjang sekitar 805 km (500 mil) memiliki lebar bervariasi, mulai dari 65 km (40 mil) di bagian selatan hingga mencapai 250 km (155 mil) di bagian utara. Sejak zaman dahulu, Selat Malaka telah merupakan pusat perebutan beberapa bangsa di dunia, dimana tak terlepas dari posisinya yang sangat strategis serta perannya sebagai jalur perdagangan internasional yang penting.
Dalam artikel yang ditulis oleh Humas Ditjen PSDKP mengatakan bahwa menjelang akhir 2024, KKP bisa melakukan pengamatan pada tiga unit KIA. Kapal yang ditangkap adalah pencuri ikan berbendera Malaysia yang sedang beraksi di perairan Selat Malaka. Direktur Jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksono. ketiga KIA yang di amankan tanggal 30 November 2024 itu memilik No. KM PKFB 960 memiliki ukuran 49.80 GT. Kemudian KM PKFB 1913 dengan ukuran 68.56 GT dan KM PKBF 1916 dengan ukuran 69.07 GT. Kapal dengan muatan 30-80 kg ikan campur itu, dideteksi radar di selat malaka yang merengsek memasuki daerah laut indonesia sampai 3-5 Nautice Mile. Informasi hingga movember 2024, PSDKP sudah sukses mengamankan 212 kapal. Dari jumblah itu ada 182 Kll serta 27 KIA yang sukses di amankan. Kerugian negara yang terselamatkan per tahun berkisar Rp. 3.474.854.453.419 ataupun hampir Rp. 3.5 triliun (Tiga Kapal Malaysia Maling Ikan Ditangkap PSDKP KKP, 2024).
Berdasarkan artikel berita di atas dapat diketahui bahwasannya penangkapan ikan dengan ilegal sangat merugikan bagi Indonesia. Kerugian yang dialami negara dapat mencapai 3,5 triliun. Penangkapan ikan oleh kapal asing secara ilegal juga dapat merugikan nelayan setempat. Maka dari itu diperlukannya pengawasan yang ketat di perairan Indonesia oleh aparat yang berwenang dalam  memberantas penangkapan ikan ilega. Indonesia sebagai negara hukum telah membuat  peraturan-peraturan  mengenai penangkapan ikan secara ilegal.	Maka dari itu peraturan-peraturan tersebut harus ditegakkan dengan baik agar perairan Indonesia aman dan perekonomian dalam bidang perikanan tetap stabil.
Data yang diperoleh menunjukkan bahwa jumlah kapal asing yang terlibat dalam kegiatan ilegal fishing di perairan Indonesia mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, tercatat 9 kapal, yang meningkat menjadi 11 kapal pada tahun 2021 dan tetap di angka yang sama pada tahun 2022. Namun, mulai tahun 2023, terjadi penurunan jumlah kapal asing yang melakukan ilegal fishing menjadi 8 kapal, kemudian 5 kapal pada tahun 2024, dan 2 kapal yang masih dalam proses pada tahun 2025. Meskipun ada penurunan jumlah kapal asing yang terlibat, masalah ilegal fishing tetap menjadi isu penting yang membutuhkan perhatian serius.
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada dua hal, yaitu: (1) bagaimana penegakan hukum terhadap penangkapan ikan oleh kapal asing secara ilegal di Perairan Belawan, dan (2) apa saja kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap penangkapan ikan ilegal di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis penegakan hukum serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menindak praktik penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal asing di Perairan Belawan, sebagai upaya perlindungan sumber daya laut nasional dan penegakan kedaulatan negara.


B. METODE 
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan penelitian hukum yang bertujuan untuk mengkaji keberlakuan dan efektivitas norma hukum dalam praktik lapangan. Pendekatan ini menggabungkan analisis terhadap ketentuan hukum yang berlaku (law in books) dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat (law in action), khususnya berkaitan dengan penegakan hukum terhadap praktik penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal asing di wilayah perairan Belawan (Abdulkadir & Muhammad, 2004).
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, karena fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan kendala penegakan hukum di lapangan, serta untuk mengevaluasi efektivitas hukum yang berlaku dalam konteks perlindungan wilayah laut dari pelanggaran penangkapan ikan oleh kapal asing.
Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, petugas pengawasan perikanan, dan nelayan lokal di kawasan Belawan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan penegakan hukum di perairan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan ruang pada responden dalam menjelaskan praktik, kendala, dan persepsi mereka terhadap hukum yang berlaku.
Data sekunder dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Arifuddin, 2025).
· Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015, serta peraturan pelaksana lainnya.
· Bahan hukum sekunder berupa jurnal hukum, buku teks, artikel ilmiah, laporan resmi, dan hasil penelitian sebelumnya yang membahas isu serupa.
· Bahan hukum tersier mencakup ensiklopedia, kamus hukum, dan sumber pendukung lainnya yang menjelaskan istilah atau konsep hukum yang digunakan (Ahmad et al., 2024).
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua metode utama: (1) studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dan mendalami teori-teori serta regulasi hukum yang berlaku; dan (2) studi lapangan berupa wawancara langsung dan observasi terhadap aktivitas penegakan hukum di kawasan perairan Belawan.
Teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif, yaitu dengan mengklasifikasi data berdasarkan tema atau kategori tertentu, kemudian dianalisis secara sistematis untuk mengetahui kesesuaian antara teori hukum dengan praktik di lapangan. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai efektivitas penegakan hukum serta faktor-faktor yang menjadi penghambatnya. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran objektif dan mendalam tentang pelaksanaan penegakan hukum terhadap penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal asing di perairan Belawan serta rekomendasi yang konstruktif untuk memperkuat upaya perlindungan wilayah laut Indonesia.
C. HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Ilegal Secara Ilegal Oleh Kapal Asing di Perairan Belawan
[bookmark: _GoBack]Penegakan hukum terhadap praktik illegal fishing di perairan Belawan merupakan bagian integral dari upaya menjaga kedaulatan negara dan keberlanjutan sumber daya laut. Penegakan ini mencakup berbagai pendekatan hukum dan kelembagaan yang bekerja secara terintegrasi. Di kawasan Belawan, yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka, tantangan dalam pengawasan laut sangat tinggi karena tingginya aktivitas pelayaran dan kedekatan geografis denan negara tetangga. Untuk itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), serta TNI AL secara rutin melakukan patroli laut. Selain tindakan lapangan, regulasi seperti Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 juga menjadi dasar hukum yang tegas dalam pemberian sanksi terhadap kapal ikan asing yang beroperasi tanpa izin (Nasution et al., 2024).
Penegakan hukum dilakukan dalam dua model pendekatan, yakni preventif dan represif. Pendekatan preventif dijalankan melalui pemantauan jalur pelayaran menggunakan sistem radar dan pemetaan digital zona rawan pelanggaran, serta pemasangan perangkat Vessel Monitoring System (VMS) pada kapal perikanan. Sedangkan pendekatan represif diterapkan dalam bentuk penangkapan kapal asing yang terbukti melanggar hukum, penyitaan alat tangkap ilegal, serta pemrosesan hukum di pengadilan. Dalam praktiknya, kapal yang terbukti tidak memiliki dokumen resmi seperti Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) atau Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) langsung dikenakan sanksi pidana dan denda sesuai ketentuan perundang-undangan. Tindakan ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera sekaligus menegaskan supremasi hukum laut Indonesia (Bima Afif Brahmana Sinaga, 2021).
Untuk menggambarkan keberhasilan penegakan hukum, data penangkapan kapal asing oleh PSDKP dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan peningkatan efektivitas pengawasan. Pada tahun 2020, jumlah kapal asing yang ditangkap sebanyak 9 unit, meningkat menjadi 11 unit pada tahun 2021 dan stabil pada 2022. Namun, berkat peningkatan teknologi pengawasan dan patroli intensif, jumlah kapal yang berhasil ditangkap menurun menjadi 8 unit pada 2023 dan hanya 5 unit pada 2024. Ini menunjukkan tren penurunan pelanggaran yang bisa jadi merupakan efek langsung dari kebijakan tegas yang diterapkan pemerintah. Secara statistik, langkah-langkah penegakan hukum telah mampu menekan intensitas kejahatan illegal fishing di wilayah tersebut.
Tabel 1. Jumlah Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing yang Ditangkap di Perairan Indonesia (2020–2024)
	Tahun
	Jumlah Kapal Asing Tertangkap
	Lokasi Dominan
	Instansi Penindak

	2020
	9
	Natuna, Belawan
	PSDKP, TNI AL

	2021
	11
	Belawan, Anambas
	PSDKP, Bakamla

	2022
	11
	Belawan
	PSDKP, TNI AL

	2023
	8
	Belawan
	PSDKP, TNI AL, Polair

	2024
	5
	Belawan
	PSDKP, Satgas 115


Sumber: Direktorat Jenderal PSDKP, 2024–2025.
Berdasarkan data infografik yang disusun dari berbagai sumber seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Bakamla, PSDKP, dan Polairud (2024), Belawan menunjukkan konsistensi sebagai salah satu wilayah dengan tingkat pelanggaran illegal fishing tertinggi di Indonesia. Meskipun angka pelanggaran mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir, hal ini tidak terlepas dari penguatan koordinasi antarinstansi serta intensifikasi patroli lintas sektor. Efektivitas model penegakan hukum di wilayah ini perlu dipertahankan dan diperluas dengan integrasi teknologi pengawasan maritim berbasis satelit serta pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum. Dalam konteks perbatasan maritim nasional, pendekatan yang diterapkan di Belawan dapat menjadi model implementatif bagi kawasan rawan serupa di perairan Indonesia lainnya (Lase, 2021).
Karakteristik geografis Belawan yang strategis, terletak di jalur perdagangan tersibuk dunia yakni Selat Malaka, menjadikan wilayah ini rentan terhadap aktivitas penangkapan ikan ilegal. Oleh karena itu, pendekatan integratif berbasis multidisipliner menjadi mutlak diperlukan, mencakup dimensi hukum, teknologi, dan kerja sama regional. Tidak hanya mengandalkan tindakan represif dan preventif, penguatan diplomasi maritim bilateral dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura menjadi penting untuk mencegah konflik yurisdiksi dan memperkuat sinergi pengawasan lintas batas. Strategi ini juga sejalan dengan konsep regional maritime security yang menekankan pentingnya solidaritas negara pesisir dalam menjaga perairan strategis dari ancaman lintas negara.
Dalam aspek pemberdayaan lokal, model penegakan hukum di Belawan tidak hanya bertumpu pada kekuatan negara, melainkan juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat pesisir. Kelompok Sadar Laut (Pokmaswas), yang dibentuk di beberapa desa nelayan, menjadi ujung tombak deteksi dini terhadap aktivitas ilegal di laut. Melalui pelatihan hukum kelautan, masyarakat lokal dilibatkan dalam pelaporan kasus mencurigakan dan pelestarian wilayah pesisir. Pendekatan partisipatif ini terbukti mampu meningkatkan efektivitas pengawasan, menumbuhkan kesadaran hukum, serta memperkuat legitimasi negara dalam memberantas aktivitas penangkapan ikan ilegal. Dengan memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat lokal, strategi ini juga mendukung agenda pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan (Barus & Septaria, 2023).
2. Kendala dalam Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Oleh Kapal Asing Secara Ilegal di Perairan Belawan 
Penegakan hukum terhadap praktik penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal asing di perairan Belawan tidak terlepas dari berbagai hambatan struktural dan yuridis yang bersifat kompleks. Dalam praktiknya, penegakan hukum memerlukan kerja sama dari berbagai lembaga negara yang terlibat dalam pengawasan laut, seperti TNI AL, Bakamla, PSDKP KKP, Polairud, hingga Satgas 115. Namun, tumpang tindih kewenangan antar lembaga ini sering menimbulkan ketidakefisienan dalam patroli laut, lemahnya koordinasi dalam proses penangkapan, dan pelambatan dalam proses hukum. Masing-masing lembaga memiliki payung hukum tersendiri, sehingga menimbulkan ego sektoral dalam pelaksanaan tugas di lapangan (Ginanjar, 2025).
Hambatan struktural lainnya adalah keterbatasan sarana dan prasarana operasional yang memadai. Tidak semua lembaga memiliki armada patroli yang cukup kuat untuk menjangkau wilayah-wilayah rawan pencurian ikan, khususnya di kawasan Selat Malaka yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga. Data dari KKP menunjukkan bahwa sebagian besar kapal patroli yang dimiliki sudah berusia tua dan tidak mampu menjangkau wilayah pengawasan dalam waktu yang cepat. Padahal, kapal-kapal asing sering memanfaatkan celah ini dengan melakukan penangkapan ikan secara cepat dan berpindah lokasi dengan mudah. Lemahnya peralatan pendeteksi dini seperti radar dan sistem pemantauan kapal juga memperparah situasi di lapangan (Sarumaha, 2023).
Hambatan-hambatan struktural tersebut tidak dapat dilihat secara terpisah. Untuk memahami jalinan hubungan antar lembaga dan batasan operasionalnya secara visual, berikut disajikan pemetaan yang menunjukkan peran masing-masing lembaga dan wilayah patroli mereka di wilayah Selat Malaka, beserta perbandingan jumlah armada aktif yang dimiliki.
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Gambar 1. Visualisasi Kewenangan Lembaga Pengawas Laut dan Keterbatasan Armada Patroli di Perairan Belawan
Sumber: Diolah dari KKP, Bakamla, PSDKP, dan Polairud, 2024
Visualisasi data pada infografik di atas menggambarkan secara menyeluruh pola koordinasi antar lembaga penegak hukum di wilayah perairan Selat Malaka, khususnya antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), serta Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud). Diagram alur memperlihatkan mekanisme kolaboratif dalam pelaksanaan patroli, penindakan, dan pelaporan terhadap kasus penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal asing. Grafik batang menunjukkan jumlah armada yang dimiliki masing-masing lembaga, sehingga tampak perbedaan kapasitas operasional di lapangan. Sementara itu, peta jangkauan patroli memberikan ilustrasi spasial mengenai cakupan wilayah pengawasan laut, terutama di kawasan perairan Belawan yang merupakan titik rawan aktivitas illegal fishing. Infografik ini menegaskan urgensi penguatan sinergi antarinstansi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum maritim dan perlindungan wilayah kedaulatan laut Indonesia.
Selain hambatan struktural, penegakan hukum di sektor kelautan juga menghadapi kendala yuridis yang bersifat normatif. Peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan penangkapan ikan oleh kapal asing tersebar dalam sejumlah regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984. Namun, belum terdapat sistem harmonisasi antar peraturan tersebut, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam menetapkan dasar hukum yang seragam. Ketidakterpaduan norma ini membuka peluang bagi pelaku untuk menghindari jeratan hukum melalui celah perbedaan interpretasi. Selain itu, proses pembuktian hukum di laut kerap terkendala teknis, karena membutuhkan bukti koordinat geografis, dokumen legalitas kapal, hingga asal ikan tangkapan secara akurat (Zalzabila, 2023).
Faktor lain yang memperlemah efektivitas penegakan hukum adalah lemahnya implementasi sanksi pidana. Meskipun ketentuan perundang-undangan telah mengatur ancaman pidana penjara maksimal enam tahun dan denda hingga Rp20 miliar, dalam praktiknya, pelaku penangkapan ikan ilegal kerap hanya dijatuhi sanksi administratif atau dibebaskan setelah kapal ditenggelamkan tanpa proses peradilan lanjutan. Situasi ini menimbulkan persepsi ketidaktegasan hukum dan menghilangkan efek jera, sehingga pelanggaran cenderung berulang. Padahal, ketegasan dalam penegakan sanksi menjadi salah satu indikator supremasi hukum dalam tata kelola kelautan nasional (Lenta et al., 2024).
Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret berupa harmonisasi regulasi perikanan dalam satu sistem hukum yang terintegrasi serta pemanfaatan teknologi berbasis digital evidence untuk memperkuat pembuktian di lapangan. Penggunaan sistem pelacakan kapal otomatis, citra satelit, dan data elektronik lintas kementerian perlu diintegrasikan agar mempercepat proses penyidikan dan penuntutan. Dengan penegakan hukum yang konsisten dan berbasis bukti kuat, efektivitas perlindungan sumber daya perikanan nasional akan lebih terjamin, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi pelanggaran hukum internasional di wilayah perairan strategis seperti Selat Malaka.
D. SIMPULAN 
Penegakan hukum terhadap praktik penangkapan ikan ilegal di perairan Belawan merupakan bagian penting dalam menjaga kedaulatan maritim sekaligus melindungi sumber daya laut Indonesia dari eksploitasi ilegal. Berdasarkan hasil penelitian, model penegakan hukum yang diterapkan telah menggabungkan pendekatan preventif dan represif secara terpadu melalui koordinasi berbagai lembaga, seperti KKP, PSDKP, TNI AL, dan pihak-pihak lainnya. Hasil penindakan dan data penurunan jumlah kapal asing yang ditangkap dari tahun ke tahun menunjukkan efektivitas dari model pengawasan yang dijalankan. Keberhasilan tersebut juga diperkuat oleh pelibatan masyarakat melalui kelompok pengawasan lokal (Pokmaswas), yang berperan penting dalam deteksi dini dan pelaporan pelanggaran di laut.
Namun demikian, penegakan hukum ini masih menghadapi hambatan serius, baik secara struktural maupun yuridis. Tumpang tindih kewenangan antar lembaga, keterbatasan armada dan peralatan, serta belum terintegrasinya regulasi perikanan menjadi kendala utama yang menurunkan efektivitas tindakan hukum. Selain itu, lemahnya implementasi sanksi pidana turut mengurangi efek jera bagi pelaku pelanggaran. Oleh karena itu, perlu adanya langkah konkret yang mencakup penguatan koordinasi lintas lembaga, pembaruan armada patroli, dan peningkatan sistem pengawasan berbasis teknologi seperti satelit dan pelacakan kapal otomatis. Pemerintah juga perlu mendorong harmonisasi peraturan perundang-undangan agar lebih terintegrasi dan mudah diterapkan di lapangan. Di sisi lain, pendekatan partisipatif masyarakat harus terus diperkuat melalui pelatihan dan pemberdayaan hukum secara berkelanjutan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan model penegakan hukum maritim yang lebih adaptif dan aplikatif, serta mendorong penelitian lanjutan terkait sinkronisasi regulasi dan efektivitas sanksi dalam tata kelola perikanan nasional.
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